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PUTUSAN
Nomor 4037 K/Pid.Sus/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan
oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : SURYONO HADI bin SARDAWI;

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Juni 1975;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kepundungan RT 02 RW 01, Desa
Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi;

Agama . Islam;

Pekerjaan . Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis
karena didakwa dengan dakwaan yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam
pidana di dalam Pasal 9 Ayat (1) juncto Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banyuwangi tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO HADI bin SARDAWI bersalah melakukan

tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Ayat (1) juncto Pasal 49
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan
tunggal;
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYONO HADI bin SARDAWI
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan perintah agar
Terdakwa ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa: -
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi = Nomor
190/Pid.Sus/2019/PN.Byw, tanggal 18 Juni 2019, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO bin SARDAWI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran terhadap
orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
774/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 29 Juli 2019, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

- Menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi = Nomor
190/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding
tersebutyang dimintakan banding tersebult;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kas/2019/PN Byw
juncto Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Byw. juncto Nomor 774/PID.SUS/2019/PT
SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang
menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019, Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan

Tinggi Surabaya tersebut;
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Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2019 dari Penasihat
Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019
tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 dan Terdakwa
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi
pada tanggal 5 September 2019, dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan judex
facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili perkara a
guo sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak
melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa
dan saksi NIKEN KURNIA NINGRUM telah menikah pada hari Minggu tanggal
21 November 1999 dan tercatat di KUA Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : saksi Augerah Bima Sakti dan
Satria Jati Pangrukti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan rumah
dengan membawa Satria Jati Pangrukti dan tinggal di rumah orang tua
Terdakwa yang berdampingan dengan rumah yang ditinggali Saksi Niken
Kurnia Ningrum dan selanjutnya Terdakwa dalam memberikan sejumlah uang

untuk biaya sekolah saksi Anugerah Bima Saksi tidak mencukupi, begitu pula
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Terdakwa telah memberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga yang lain namun jumlahnya tidak mencukupi dan selain itu
saluran air di rumah orang tua Terdakwa dan rumah yang ditempati oleh saksi
Niken Kurnia Ningrum menjadi satu, dimana saluran air yang menuju ke
rumah yang ditempati oleh saksi Niken Kurnia Ningrum sering dimatikan
sehingga membuat saksi Niken Kurnia Ningrum menjadi tidak nyaman dan
pada akhirnya saksi Niken Kurnia Ningrum meninggalkan rumah dan
mengontrak rumah di Jalan Ikan Belanak D-1 RT 06 RW 03 Perum Sutri,
Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi pada
bulan September 2015 sampai dengan saat ini sehingga dengan demikian
dalam perkara in casu telah terjadi penelantaran terhadap orang in casu saksi
korban Niken Kurnia Ningrum yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya
Terdakwa;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa perihal judex facti salah dalam
menerapkan hukum, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata
merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam
pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh judex facti telah
dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi Penuntut
Umum selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak
dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut
dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 9 Ayat (1) juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;
MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SURYONO

HADI bin SARDAWI tersebult;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002
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